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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR
TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Operator Transmis Sandi dan Angka
Kreditnya, maka perlu dikeluarkan ketentuan
pelaksanaan jabatan fungsional Operator Transmis
Sandi bagi Pegawa Negeri Sipil Departemen
Pertahanan;

b. bahwa sesuai dengan perkembangan organisasi dan
kebutuhan tugas dan tanggung jawab kualifikas
teknis maupun kualifikasi profesional bidang
persandian di lingkungan Departemen Pertahanan,
diperlukan suatu pedoman untuk pelaksanaannya;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan
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Mengingat

1.

Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan
Angka Kreditnya bagi Pegawa Negeri Spil
Departemen Pertahanan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gagji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas
Peraturan Pemeritah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gagji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawal Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3550);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawa Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 194;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2003 tentang Formasi Pegawal Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawal
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawa Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4263);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan
Operator Transmisi Sandi;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/OL/M/
VII1/2005 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja
Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor
PER/01.a/M/VI11/2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/Q0L/
M/VI111/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Pertahanan;

Peraturan M enteri Pertahanan Nomor
PER/02/M/V/2006 tentang Ketentuan Jabatan
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M enetapkan

Fungsional Pegawal Negeri Sipil Departemen
Pertahanan;

12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawal Negeri
Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan,
Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan
Fungsional;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang
Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan
Angka Kreditnya;

15. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
KP.004/KEP.61/2004 dan Nomor 18 Tahun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA
KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Jabatan
Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawal Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
tertentu serta bersifat mandiri.
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Operator Transmisi Sandi adalah Pegawal Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pegabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan transmis sandi.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang
Operator Transmis Sandi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk
pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional.

Tim Penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pgabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Operator
Transmis Sandi.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Operator
Transmisi Sandi dan bukan pemberhentian sebagai Pegawal Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan adalah Pegawa Negeri Sipil
yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan, lingkungan Mabes
TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri
Pertahanan.

Kepala Pusat Data dan Informas selanjutnya disebut Kapusdatin adalah
Pgjabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang
persandian selaku koordinator pelaksana jabatan fungsional Operator
Transmis Sandi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim
Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya
sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan
fungsional.

BAB Il
RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 2

Jabatan Fungsional Operator Transmis Sandi termasuk dalam Rumpun
Operator Alat-alat Optik dan Elektronik.

Instanss Pembina Jabatan Fungsional Operator Transmis Sandi adalah
Lembaga Sandi Negara.

Satuan kerja koordinator pelaksana Jabatan Fungsional Operator Transmis
Sandi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI adalah Pusdatin.



